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PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Png
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara
antara;
Agung Hadi Tjahjanto, SE / Direktur PT.Okaz, berkedudukan di Jalan Sultan
Agung No.74 Ponorogo, Nologaten, Ponorogo, Kab.
Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Helmi, S.H beralamat di JIn. Nginden |l
No. 24, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor 286/LBH ALB/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021,
sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. Djoko Murcahyanto Rahardjo, Direktur Cv. Putra Sala Goup, bertempat
tinggal di Jalan Sultan Agung No. 84, Ponorogo,
Nologaten, Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur
dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ruhut
Poltak Sitompul, S.H., 2. Dr. Hendra Karianga, S.H.
M.H., 3. Kasman Ely, S.H., dan 4. Zaenudin, S.H.,
Advokat/Pengacara pada Law Office Luhut, Hendra
Karianaga & Associates Gaja Mada Tower Lt. 21 JI.
Gaja Mada Kav 19-26 Jakarta Pusat berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021, sebagai
Tergugat I;

2. Sugiri Heru Sangoko, bertempat tinggal di Jalan Medayu Selatan 21/35
Surabaya, Kel. Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai Tergugat Il;

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, bertempat tinggal di
Jalan Serayu Timur No. 141 Madiun, Banjarejo,
Taman, Kota Madiun, Jawa Timur , sebagai Tergugat
lil;

4. PT.Bank Panin Dubai Syari'ah,Tbk, bertempat tinggal di Ruko
HR.Muhammad Square, Blok C 19-20 Surabaya, Kel.
Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota

Surabaya, Jawa Timur , sebagai Tergugat IV;
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Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 15 Juni
2021 Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Png Tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

-  Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2021 Nomor
20/Pdt.G/2021/PN Png, tentang Penetapan Hari Sidang;

-  Membaca Surat Kuasa Penggugat tertanggal 13 Juli 2021 tenteng
permohonan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 15 Juni
2021, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 29 Juni 2021, dimana
penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat | hadir kuasanya sedangkan Tergugat
Il, Tergugat Il dan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk
memanggil pihak yang belum hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Kuasa Penggugat melalui surat
tertanggal 13 Juli 2021 perihal permohonan pencabutan gugatan sebagaimana
alasan pencabutan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pencabutan
oleh kuasa hukum Penggugat, dan perkara a quo masih dalam tahap
pemanggilan pihak dan belum masuk dalam tahapan jawaban oleh Pihak
Tergugat, maka beralasan hukum apabila permohonan pencabutan tersebut
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh kuasa
Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama proses perkara aquo sejak dari pendaftaran
gugatan sampai dengan pencabutan ini telah mengeluarkan biaya, maka
sepatutnya apabila biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat
yang jumlahnya akan ditentukan dibawa ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain

yang berkenan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PN
Png;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk

mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
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3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya
kepada Penggugat sejumlah Rp1.630.000,00 (Satu juta enam ratus
tigapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Deni Lipu,

S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H. M.H., dan Bunga Meluni

Hapsari, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Ponorogo dan tidak dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat |,

Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat IV.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H. Deni Lipu, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,00
3. PNBP pendaftaran surat kuasa Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat Rp. 10.000,00
5. PNBP Penggilan Para Tergugat Rp. 50.000,00
6. Panggilan Tergugat Rp1.396.000,00
7. PNBP Pencabutan Gugatan Rp. 10.000,00
8. Pemberkasan Rp. 39.000,00
9. Redaksi Rp. 10.000,00
10. Meterai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp1.630.000,00

(Satu juta enam ratus tigapuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



